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BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 503/K .69/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

a.

MALINAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 31
Tahun 2021 Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
kepada kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Salu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Malinau,

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896); sebagaimana felah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan Informasi
Publk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398,

7. Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenlang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraluran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tenlang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbazis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 1856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elekironik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
2mM),

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 fenlang

Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupalen Malinau
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2020 tenlang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malinau
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 8);

21 .Peraturan Bupali..........



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEENAM

21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis (Berila Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2021 Nomor 31);

22. Peraluran Bupali Malinau Nomor 32 Tahun 2021 fentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Malinau(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021
Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALINAU

¢ Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi

kewenangan Daerah yang telah didelegasikan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupalen Malinau,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

* Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupalen Malinau, sebagaimana dalam diktum
Kesatu dilakukan secara elektronik melalui :

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elekironik melalui Online Single
Submission (0SS), pemohon melakukan pendaftaran kegiatan perizinan
berusaha ke alamat hitps-/www.055.00.id;

a. Perizinan dan Nonperizinan berusaha secara elektronk melalui non Online
Single Submission (non<0SS) :
1. pemochon melakukan pendaftaran kegiatan non perzinan berusaha ke
alamat https://sipadumanis. malinau.go.id,
2. pemohon melakukan pendaftaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

melalui alamat htips://simbg.pu go.id

: Penilaian Tingka! Risiko kegiatan usaha sebagaimana diklum KEDUA huruf 2

berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan polensi terjadinya bahaya,
diklasifikasikan menjadi :

a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. kegiatan usaha dengan lingkat Risiko menengah;dan
¢. kegiatan usaha dengan lingkat Risiko linggi.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada langgal 16 Februari 2022
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LAMPIRAN |:

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 503/K.69/2022 TENTANG STANDAR

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU,

A. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

0SS)

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Periznan Berusaha Berbasis
Risiko;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di
Daerah;

3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4) Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;

5) Peraturan Bupali Malinau Nomor 32 Tahun 2021 tenlang Pendelegasian‘
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman [
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; |

Persyaratan
pelayanan

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perseorangan
(WNI),

2. Memiliki Nomor Passport bagi pelaku usaha perseorangan (WNA),

3. Memiliki Akta pendirian Perusahaan bagi Pelaku Badan Hukum;

4. Memiliki NPWP Bagi Pelaku Usaha Perseorangan dan Pelaku Badan Hukum,

5. Memiiki Hak Akses OSS berupa ussemame dan password yang diperoleh
setelah mendaftar di 0ss.go.id

Sistem, mekanisme

dan prosedur

. BAGAN ALUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI
SISTEM 0SS

VERIFIKASI

| PERMOHONAN | st
= = PERIZINAN |
| PEMGHON Pr  merusaia | > PERSYARATAN OLEH
= | MELALUIOSSRBA | .OPIJTBCNISTEKH
e ]
l | PERHTUNGANDAN |
g > -
| NOTIFIKASIOPD | RERIBUSI
| TEKNIS MELALUL |_| L= RS =0
| 0SSRBA ] TANPA RETRIBUS!
| ——
| SISTEM 055
r-i-} l’g‘m i—)f MENYAMPATKAN ] _
| St i PERMINTAAN UNTUK [ MENGISI SURVEY
KEPUASAN
MASYARAKAT

Il. KATEGORI PELAKU USAHA

m

Mantos
Parwakian




[ PERMOHONANFAKAKSES

Langkah Pendaftaran Hak Akses UMK

1. kunjunag htps:foss.ao.ld/

2. i DAFTAR

3. i Skala Usaha UMK

4.  Dilih Jenls Pelaku Usaha UMK

5. 1 engkap Formulir Pondaftaran

6. Manukkan Kede Verlfikasl

7.  Lengkap Farmulir dan buat Password baru

8. Longhopl Formulir Data Pelaku Usaha

9. Pendaltaran berhasll
10, cek ermanl Anda untuk mengetabag Username oan Password

1. Akun Anda slap digunakan

|V. PENDAFTARAN PELAKU USAHA
a. Pilih skala usaha

i WD gy e 1A

1. Pelaku usaha perorangan

+ Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang

Shals Lsaha Anda salsh Uik Perseorangan
[{_ S et N ] + Data yang harus Anda lengkapi:
e 1. Nomer Telepon Seluler

{Tj[ S5 __ = 1 2 Alamat Email

+ Centang Kelom Permyataan

(e~ ] e Kiik Kirim Kode Verlfikas! Melalul
T T T Email untuk menerima Kode
et g s i i Verltikasl melalui emait

T *  Kik Klrlm Kode Verifikas! Melalul
Verlfikasl melalul WhatsApp
* Pilin Jenis Pelaku Usaha Orang

Ty e Pearsecrangan

] + PilihJenis Badan Usaha (Persercan Terbatas
— — (PT}, Perseroan Terbatas (PT) Perorangan
[ ot ] Persekutuan Kemanditer [CV). Persenutuan
——— e Firma [Fa), Persekutuan Perdata, Koperasi,
s R b e Persyarikatan atau Perkumpalan, Yayasan,
(= [ Perusahaan Umum (Perum), Badan
i J e _l Layanan Umum, atau Dadan Hukum
Lainnya)

| [—— | & Data yang harus Anda lengkapl
\ - - — 1. Nomor Telepon Seluler
e 2 Alamat Email

* Cenlang Kolom Pernyataan
*  Kiik Klrim Kode Verifikasl Melalul Email

Usalinng Lok & wds
Paein, ke |




V. AKTIVASIAKUN
a. Cek E-mail unluk aktivasi akun (jika yang digunakan E-mail)

0

Koo Ve has telah terrm l ‘

 Kik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

» Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkinm melalui email
b. Cek WnalshApp untuk akurasi akun (jika yang digunakan wnaishap)

Fooe Ve Myl 1elah wrkiiem - —
Uk el VRarAre A b

|
‘

o Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

o Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui WhatsApp
¢. Lengkapi formulir dan buat password baru untuk (orang perseorangan)

# Lengkapi Nama Lengkap
w7 | » Buaipassword Baru

yang di Inl LL k

il huruf kapital, huruf kecll, angka, dan
spesial (1@&$%a8"_)

» Ulang! Password

* Kk Konfirmasi

d. Lengkapi formulir dan buat password baru untuk (orang perseorangan)

* Lengkapi Nama Badan Usaha
e « Buat Password Baru

* Paossword yang dimasukkan minimum 8 karakter

_____ = komblinasl huruf kapital, huruf kecll, angka, dan
2= == I karakter speslal (I@#$%A8°_-)
“"‘:‘_" — - | = Ulangi Passward
— S = Kik Konfirmas]
- |
|
13
== b




e. Lengkapi dala pelaku usaha (orang perseorangan)
r = - 1

S e Lengkap Homer Indul Kepandudukan
\ * Pl Jenis Kelamin

s Lengkap Tanggal Lanl

| & Lengkap Alamat sesusl dengen K e

| . O TR Jimal, /Kols, dan
Kelurahan/Dess soss dengan K17

»  Contang Disciolmer

{ a  Kik Daftar

—— | prpp

f. Lengkapi data badan usaha (badan usaha)

e Lengkapl NPWP Badan Usaha

s Lengkapl Nemor SK Pangesahan Tarakhlr
« Lengkapl Nemor Induk Kapendudukan

e Lengkapi Hama Leanghkap

« Pilin Janls Kelamin

» Loengkapi Tanggsl Lahir

Lengkap Alamat seoual dengan RTP

pilih Provinsi, Kxhupaurdm, Kecamatan, dan
} Kelurshan/Desa sesuaidengan KTF

» Centang Disclaimer

Kk Daftar

Pendaftaran Berhasil

Torirra kasih felah reslakoban pendartamn

g. Cek E-mall untuk mengetahu username dan password

- OGS

["' = ——Tr

-
VI. Hak Akﬁs_.'ﬁ.nda Siap Digunakan




4. | Jangka waktu
enyelesaian
1ayaftant

Produk layanan

Ditentukan oleh sistem 0SS

Ditentukan sesuai dengan aluran yang berlaku

1. NIBUntuk Usaha Risko Rendah

2. NIB + Serifikat Standa
n(SS)u it
3. NIB + |zin Untuk Usaha tRisi!m m;saha BN

gzi?&a. prasarana/  |Sarana:
itas 1) Mesin an
trean, Perangkat Aplikasi Si
oot ) plikasi Sistem Perizinan T i
nis (SIPADUMANIS) dan Perangkat 0SS, Sistem lﬂ?on:gls)ia&l:anh:?el::zl;

Bangunan G ,
offline, edung (SIMBG), LCD Monitor Persyaratan secara elektronik/

2) Alat Tulis K irizi

% t?:llrsi e antor, Blanko/Formulir izin, Brosur pengurusan izin
pon/WhatShap : 082181707206

5) Websile : hilps //dpmptsp malnau ¢

6) CCTV, dan Box Appa[; ——

7) K
P)rasglt_aa:aliengaduan dan Kotak Survey Kepuasan Masyarakat

1) Ruang Tunggu, Ruang Laktasi
Bermain Ai?e?k, RuanggRapatﬂis::;%r I'ss‘li\;?hoia, Ruang Pengaduan, Ruang
2) Loket Informasi /Pengambilan Nomor Antrean, Loket Penyerahan Berkas, Loket
Pembayaran, Loket Pengambilan lzin,  Loket khusus Disabilitas, Loket
Konsullasi (Front Office) '
3) Ruang Tim Teknis Perizinan (Back Office)
4) Lemari Perpustakaan
5) Jalan rambat
6) Halaman Parkir
7) Tailet
8. | Kompetensi 1) Kepala Dinas;
Pelaksana 9) Kepala Bidang Perizinan;
3) KepalaBidang Penanaman Modal;
4) KepalaBidang Kajian Kebijakan/Petugas Pengaduan;
5) \Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP;
) Verifikator Permohonan Izin Dasar (KKPR,SKKL)OPD Teknis Terkait;
7) Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis Sesuai SektorUsaha;
Tenaga Pendamping layanan 0SS.
1) pengelola Akun Utama 1 orang;

9. ah pelaksana
2) verifikator unit PTSP 3 orang;
tenaga pendamping layanan 0SS 1 orang,
petugas layanan pengaduan 0SS 1 orang.
10. | Pengawasan Intemal Dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan secara kontinyu
Melalui Sub Menu Pengawasan pada 0SS
11, | Penanganan 1) Kotak Pengaduan
Ak l;g:gaguan, saran, 2) Telpon."WhatShap - 0852 4590 8016
dan masukan 3) Melalui Sub Menu Pengaduan pada 0SS

4) Email: gtsggengaduanmai,ﬁ“.gman.com
5) Website : !llLO_S'.r'fdgmgigg_maiinau go.d
) Survey Kepuasan Masyarakat
7) Pengaduan langsung - —
minan pelayanan 1) Adanya kepastian persyaratan, prose ur, p‘n_)ses‘wa tu, biaya;
e s 2)) Adanya jaminan pemberian pelayananpenzman perusaha kepada masyarakal

dengan adil,akuntabel, dan transparan .
Zinan dilaksanakan diruang/gedung yang

i 1) Penyelenggaraan pelayanan perizina
" i:m::an dan memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik
keselamatan 2) Dijamin kerahasiaan data perusahaan

3) Dijamin keaslian dokumen perizinan |

peiayenéd 4y PadaSK dilengkap! denga;: bami%_{wf—'f“ e ELNEEEE
Survei Kepuasan asyaraka
i, [Evalie? i ) gt Kinerja Pegawa perdasarkan pengawasan alasan langsund

i Penilaian .
ki ) B0 ._59_@11@0,_!@9@%1@'1@-_@@0!Sgna.s_qma

L,_L,.,_._,_.ﬂ,_.L_#kaalO_ﬁsn@ Pelayanan,




